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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo 

Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal, 

karena masih banyak terjadi praktik penambangan illegal di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, kurangnya jumlah personil yang berkompeten dan tidak 

ada tempat untuk menyimpan alat-alat sitaan penambangan pasir illegal. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah: 

1. Menjalin kerja sama yang baik antara seluruh Perangkat Desa setempat, 

masyarakat setempat dan pelaku usaha pertambangan setempat dengan Dinas 

Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. 

2. Koordinasi antara para aparat penegak hukum dengan Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral harus lebih intensif. 

3. Penambahan jumlah personil yang berkompeten dalam menjalankan fungsi 

pengawasan. 

4. Perlunya tempat guna menyimpan alat-alat sitaan dari praktik penambangan 

illegal. 
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